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PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 8  TAHUN 2010

TENMTANG

MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN (TP) DAN
TUNTUTAN GANTI RUG (TGR) KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

Menimbang

Mengingat

s

Ln

KARUPATEN HALMAHERA BARAT
JENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
5007 tentang Organisasi  Perangkat Daerah yang
ditingdaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun
2008 tentang !nspektorat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat, maka perid dilakukan Fenataan Kemball terhadap
susunan Majelis Parttimbangan Tuntutan Perbendaharaan
(TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TPGR) Kabupaten Halmahera
Barat ' yang berfungsi untuk melakukan pembinaan dan
member sanksi bagi bendaharawan atau negawal turan
bendaharawan yang diduga merugikan keuangan dagrah,

baliwa uniuk mernbanlu Kepala Saluan Kerja Perangkat
Daerah  (SKPD) yang terindikasi mengalami kerugian
keuangan Daerah, maka dipandang perlu membentux Majelis
Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gani
Rugi Keuangan dan Materil Daerah sesuai Peraturan Menien
Dalan Negeri Nomoer 5 Tahun 19487

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huref a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Halimahera Baral lentang Majelis Pertimbangan Tuntutan
Ferbendaharzan dan Tututan Ganti Rugl Keuangan dan
Bajang Daerah Kahupaten Halmahera Rarat..

Undang-undang Nomor 80 Tahun 1858 tentang Penetapan
Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1857 teniang
Pembenlukan Daerah—daerah Swatantra Tingkat 11 dalam
Wilayah Daerah Swalantra Tingkat | Maluku menjagi .
Lndang-undang.

Undang-undang Nomor 43 Tapun 1999 tentang Perupahan
alas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokol-
nokok Kepegawaian,

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 lentang Ferubahan
atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1898 tenmiang
Pambeniukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan
Kabupaten Maluky Tenggara Baral,

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 lentang Perubahan
-tas LUndang-undang ..0mor 31 Tahun 18993 tenlang
Permberetasan Tindak Pidana Korupst,

Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupalen Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,

Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan /-

Keta Tldore Kepulauan Di Provins Palulnl utara,
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6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan
Negara,

7. Undang-undang  Normor 1 Tahun 2004  tentang
Pemboendaharaan Negara;

8. Undang-undang Nomor 32 Tanun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah Sebagaimana Telah di ubah dengan Undang-undang
Ncmoar 12 Tahun 2008;

9. Undang-undang Numor 33 T.hun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dasrah;

10, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Pertimbangan,

44 Perawran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang
Pengelolzan Keuangan Darrah,

12 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang
Perabinaan dan Pengawasan Penyslenggara Pemeriniah
Daerah;

13 Peraluran Pemerinlah MNomor 8 Tahun 2008 lenlang
Pengelolazan Barang Milik Negara / Daerah;

14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20068 tentang
pPedoman Pengelolaan Barang Megara / Daerah;

15 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2033 tentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang [/ Jasa Permerintah
sebagaimana lelah diubah ketujuh kalinya Dengan Peraluran
Presiden R.| Nomor 85 Tahun 2007;

15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemaor 5 Tahun 1887
tentang Tuntutan Perbendaharaan can Ganti Rugi ®“euangan
dan Materil Daerah;

17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelnlaan Keuangan Daerah;

18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

Memperhatikan ! Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1887

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 1687 teniang  Tuntuian
Perhendaharaan dan Tuntulan Ganti Rugi Keuangan dan
Material Dagrah;

MENMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG,

MAJELIS PERTIMBANCGAN TUNTUTAN PEREENDAHRAAN
“TP) DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TGR) KEUANGAN DAN
b ARANG DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

a
"

2.

Daerah adalah Kabupaten Halmanera Baral;
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkal daerah acboga
peryelenggara pPemerintahan Daerah,

3. Kepala Daeiah adalan Bupati Halmahera Barat,

Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara
merhilungan leradap hondaharawan, jika dalam pengurusan yang terdapat
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5 Tuntutan Ganti Rugi seianjuinya aisiigne 1 o ot anai handahe
serhadap pegawal dalam kedudukannya bukan sebagal bendaharawan
dengan tujuan mernuntut  penggantian kerugian disebabkan oleh
perbuatannya melanggar hukum/dan atau  melalaikan kewajibannya
sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak
langsting daeran menderita kerugian.

 Turtutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat
TETGR adalah suatu proses wuntutan melalui TP dan TGR bagl
wendaharawar atau pegawai bukan pendaharawan Yang merugikan
- keuangan dan barang daerah.

Keruglan daeran adaleh berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan
aleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian bendaharawan atau
pegawai bukan bendanharawan dan aiau disebabkan suatu keadaan diluar
dugaan dan diluar cemampuan manusia (Force Majoure).

8. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntulan Ganti Rugl
TP-TGR selanjuinya disingkat maijelis pertimbangan daerah adalah para
pejabat yang secara ex-pfficio ditunjuk dan ditetapkan alety Bupatl yang
bertugas untuk membanty Bupali dalam penyelesaian kerugian daerahn

Pasal 2

Keanggotaan Majelis Partimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi {TP-TGR) Kabupaien Halmahera Barat yang secara ex-officio terdir
dar :

1 \Wakil Bupati Halinahera Barat, selaku penanggung jawab

o Sekretaris Daerah Kabupaien Halfnahera Barat selaku Ketua merangkap
angoola.

. Kepala Dinas Pendapatan Pengelulean Keuangan & Assel Dagrah
Kabupaten Halmahera Barat selaku Sekretaris merangkap anggota.

4 Kepala 'nspekiur Inspekicrat Kabupaten Halmanera Barat selaku anggota

5. Assisten Bidang Ekonomi, Pempangunan dan Kesra Setda Kabupaten
lalmahera Barat selaku anggota,

6. Kapala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaien Halmahera Baral selaku
Sekretaris merangkap anggoia.

7—Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Haimahera Baral zelakul

anggnta.
§ Kepala Bagian Umum Jan Penengkapan Kabupalen Halmahera Baral selaku

anggola.

Pasal ]

Keanggotaan Majelis Perumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tidak
depat diwakilkan dalam sidang.

Pasal 4

Tugas Majeiis Pertimbangan adalah memberikan pendapat pertimbangan pada
seliap kali ada persoalan yang menyangkut Tuntutan Perpendaharaan c¢an
Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah.

Paszal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti
Rugi (TP-TGR) Keuangan dan Barang Daerah berpedoman kepada Instruksi
Menteri Dalam Nzgeri Nomor 24 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Beriangunrg jawab Kepada Bupatl.
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Puraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1097 tentang Tuntutan /
Parpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Senta /-
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Pasal 6

(1) Seicretarial Majelis Pefimbangan pada Dinas Pendapatan, Fengelolaan
Keuangan dan Aset Dagrah Halmahera Baral,

{2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelulaan Keuangan dan Aset selaku
Sekretaris Majelis Pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh
anggota Sekretariat Majelis yang terdiri dari unsur  Dinas Pendapalan,
Fergelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta unsur-unsur unit terkait.

(3) Keanggotaan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayal (2)
adalah:

a— Kepala Bidang Anggaran dan Akuntans Dinas Pendapatan, Pengeiolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Halmahera Barat,

. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Hukum Setda
Kabupaten Halmahera Barat,

©- !{epala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspekterat Kabupaten
Halmahe:ra Barat.

d. Stef Inspekiorat Kabupaten Halmahera barat.

Pasal ¥

Dengan berlakunya Peraturan Bupall ini, maka Peraturan Bupati Halmahera
Barat Nomor 152.A Tahun 2006 dan segala Ketentuan sebelumnya yang
mengatur tentang Majelis  Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugl Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Halmahera Barat
dinyatakan dicabut den tidal berlaku,

Pasal B

Hal-hal yang belum diatur daiam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis
Pelaksanaan nya akan diatur lebin lanjut dalam Kepulusan Bupali.

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagal akibat ditetapkan Peraturan Bupati, akan di
bebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Haimahera

Baratl,
' Fasal 10

Paraluran Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar seliap cranj mengetahuinya, memelintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini ¢dengan dengan penelapannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Halmahera Baral.

tagkan di Jai'olo
fanggal 18 Januart 2010
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SEKRETARIS DAERAH

KadU PATENP ?ERA BARAT



